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Abstract
Ba.sicall.v, the purpose ofcontpot'ingfnance report is that lhe leader of otgani-
zaliotl in order lo be able lo nnke the hest decisiort related to his operation.
Like :.li.se in goventttrent organizatiort. ,4ll organizatiott vhich are uncler gor,-
ertltttent protection ,should cotrtpose a contplete f nance report in order the got,-
erniltent can make the hesl clecisiort related the otganizatiort operalional aclit,-
i|", for lhe ttext. Hovet,er, in realizaliotr, .sonte gorenttnent otganizaliott just
report lhe information related to the ca.sh crtrrenl onl.v. It is because the got,ern-
ntent doesn I a.sk the report irt the form of balance, but he a,gks the cash current
report. J the cash currerlt rcport, it is ortl.tt explainecl evervthing related o the
sttnt of incotrte and tlte strnt of expense. Il'hich ore used vhile the reporr relaled
to tltutatio,l and assts u.sed are never reportetl. In thi.s cla.se, il can cau,se the
juclgnrertl totrards as.sets becontes incorrect and tlren lhe rlecision of the inconte
tat ge I orten h ecotnes in appropri ale.
Ke.t vord : f nartce report, decision ntaking
T. PENDA}IULUAN
Organisasi pelnerintah pada umurnn)'a bergerak di bidang jasa dan lavanan umum
kepada n.tasvarakat, seperti Rumah SakitUnrum dar Badan Pengclola Pajak. Schingga
korucp pelalisanaan opcrasional organisasi pcmcrintah tujuallnva adalah mutu lavanan
kcpada masvarakat" dan bukanprof I oriented. Dalam era reformasi dengan konsep
otonomi daerah seperti sekarang ini. pemerintah daerah bcrtanggung jau.ab
sepcnulitn'a terhadap atritivitas organis.rsi vang bcrada di lingkup uilavahnl'a. Sen-rua
kegiatan I'ang terjadi dalam organisasi pcmerintah. terutama t'ang berkaitan dengan
keuangan dilaporkankepada pemerintah. Hal ini dikarenakan semua pendapatan
yang diperoleh harus diserahkan kepada pemerintah sebagai pendapatan negara, dan
semua belanja lang dikeluzrkan oleh organisasi pemerintah tersebut menjadi tanggung
jarvab negara.
* Siti 
'4rifah adalah Sta./'Pengajar Jur.,4kuntansi Fak. Ekononri Llniversitas Tidar !l4agelang
123
Scperli dalarrt orgttrtisasi bisnis. plrra pcnelnrbil kcpLrrusan dalarl orgarrisasi
petnerintalt.itrga rrrcmbutultkan inlorrnasi kcuangan untuk mengclol;r orgalisasinya.
Selain sebag:ti dasar pcngambilan keputusan. inlormasi inijuga digunakan sebagai
alat komunikasi dalar.u pertanggungja*'aban pengclolaan organisasi tcrhadap pihak
lain' infonnasi keuangan t'ang dipe rlukan sebagai daur pengambilan keputusan adalah
terangkum dalam laporan keuangan. Pad.l dasarnva Laporan Keuangan pada akunlansi
' penterintah terdiri dari Laporan pcndapalan dan Belanja. serta neraca. Kedua laporurr
tersebut meruperkan hasil akhir dari seluua proses pencatatan dan rekapitulasi kegiatan
t'ang terjadi selama satu periode pc)aporan akunfansi. dan biasanva disajikan dalam
periodc tahunan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Akuntansi adalah proses pencatatan. pengukuran. penginterprestasian- dan
penlampaian data-data keuangan. Pada proses akhir suatu siklus akuntansi, infonnasi
i ang dihasilkan adalah Laporan Keuangan. Laporan keuangan inilah fang nantinya
akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak vang berrvenang ultuk
pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan. maka yang
dimaksud untuk dengan pihak lang benrenang tersebut ad:rlah Kepala Dinas. Kepala
Departemen. atau kepala Instansi vang membarvahi organisasi pemerintah tersebut.
serta pihak Pemerintah Daerah.
Dalam proses pembuatan laporan keuangan pada organisasi pemerintah- langkah-
langkah1'ang dilakukan adalah sama dengan akuntansi umum, yaitu meliputi: buku
jurnal. buku besar bulm pembantu. neraca saldo. penl'esuaian, dan neraca. Perbedaan
pembukuan terletak pada bentuk atau format t,ang berlaku. karena pada organisasi
pemerintah- format 1'ang digunakan sudah ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan vang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun tujuannya adalah sama.
1'aitu bagaimana infonnasi keuangan dapat tercatat dan disajikan kepada pihak-pihak
i'ang berkompeten guna pengambilan keputusan.
' Laporan keuangan pokok dalam akuntansi pemerintahan adalah Laporan
Pendapatan dan Belanja, Serta Neraca. Laporan pendapatan danbelanja merupakan
uraian mengenai jenis dan jumlali pendapatan serta mengenai jenis danjumlah belanja.
Jenis pendepatan tersebut dapat berupa pendapatan rutin l'ang berasar dari maq,araka!
maupun pendapatan )ang berasal dari sumber lain. seperti pendapatan bunga bank
dan pendapatan sewa peralatan. Sedangkan dalam uraian mengenaijenis belanja
,1t
drjelllskan mengenai tnacaln-nlacarn pcrbelanjaall yang dilakukan olch organisasi
pel.rerinlah tersebut. laporan Neraca adalah laporan yang ruertunjukkan keadaan
keuangan pada saattertentu. Keadaan keuangan ini ditunjukkan dcnganjumlali asscl
iang dimiliki danjumlahkewajibanyang menjadi tanggungjawab organisasi tersebut.
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam
. 
satuan uang" )'ang telah terjadi atau )'ang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Semua organisasi baik yang bertujuan mencari laba maupun yang tidak
bertujuan mencari laba mengolSh masukan berupa sunber ekonomi untuk
menghasilkan keluaran berupa sumber ekonomi 1'ang lain. Sehingga informasi
mengenai biaya ini sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam pengelolaan
organisasinl'a.
III. PEMBAHASAN
Pada umumnya tujuan organisasi pemerintahan dalam menjalanlian kegiatannya
adalah mengutamakan mutu pela)'anan kepada n-rasyarakat umum' Oleh karena itu'
organisasi ini mestinl'a tidak mengutanakan adanya pendapatan 1'ang maksimai
kemudian melakukan pcnekanan terhadap bia-va agar diperoleh tingkat laba teftentti.
Meskipun pada pelaksanaann)-a pemerintah menetapkan target pendapatan serta
melakukan pengendalian atas bial'a melalui persetujuan anggaran belanja, namun
1'ang terpenting adalah bagaimana agar maq'arakat dapat terlarang dengan baik.
Akuntansi pernerintahan diselenggarakan agar pemerintah dapat memantau
kegiatan 1'ang dilakukan oleh organisasi I'ang berada di barvah tabungannta.
Sebagaimana diuraikan di muka, bahrva semua pendapatan yang diperoleh harus
diserahkan kepada pemerintah sebagai pendapatan negara, sedangkan pendapatan
yang diperoleh harus disqrafu]ian kepada pemerintah sebagai pendapatan negara,
sedangkan semua belanja 
.vang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah tersebut
menjadi tanggungjarvab negara, nuka laporan keuangan harus disusun oleh organisasi
pemerintah tersebut untuk dilaporkan kepada pemerintah. Laporan keuangan ini
berupa laporan Pendapatan dan Belanja. serta neraca.
Dalam Laporan Neraca diuraikan mengenai asset yang dimiliki serta dari mana
sumber pembiayaan dari asset tersebut. jumlah asset )'ang dilaporkan ini harus
mencerminkan nilai yang wajar, dalam arti harus sesuai dengan nilai ekonominya.
Termasuk dalam golongan asset adalah:rktiva lancar, investasijangka panjang, dan
aktiva tetapi terwujud. Nilai asset ini harus dilaporkan dalam harga yang wajar.
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schingga hanrs clilllcukan bcberap;r pen,\,csu:ria1. lcnltallut tcrliadap assct 
-r.a'g rriltriekonominya bcrktrrang karcna assct tcrsebut digunakan clalam kegiaran opcrasional.
Dalam akuntansi penl'esuaian tcrhadap asset ini dapat dilakukun d"rrgon beberapa
cara. Misalnya penl'esuaian depresiasi untuk pe'rbebanan aktir.a tetapi tenrujud.
sedangkan termasuk dala'r golongan kelvajiban adalah semua hutang'ang nenjadikervajiba'org.nisasi tersebut, baik lang berupa hutang jangka pendek, maupu* huta'gjangkapanjang.
Pada prinsipnl'a 
-iufirlalt aktir.a lancar ),ang dilaporkal adalah sesuai dengan nilai
1'ang ada pada saat laporar disusun, in'estasijangka panjang lums dilaporkan sebcsar
nilai nominal lang diin'estasikan. dan alitiva jangkapanjang harus dilaporkan sebesar
nilai rvajahnya. 1'aitu sebesar nilai tunai pada saat perolehan aisertai deugan
pengurangan nilai karena adan'a pemakaian akti'a tetapi tersebut. untuk asset'ang
berupa tanah, penl'esuaiannva kemungkinan tidak berupa pengurangan kare'a
digunakan. tetapi berupa penl'esuaian penilaian ken-rbali nilai tanah tidak pernah turun
meski tanah tersebut ditempati.
Berkaitan dcnga' pcnl'esuaian ini. dalan prardk penlusunan laporan keua*gan
akuntansi penierirltahan (mcnurut s.llah satu sumberl'ang tergolong dalaur orgarrisr-sipemerintalur, bercrasarkan sun'c1'). penl,esuaian seperti ini tidak perriah dilakukan
Hal ini terjadi karcna pcurerint:ihan ha'r,a menekankan pada laporan aliran kas vrja.
1'aitu mengenaijunrlah pendapatan'ang diterima yang berupa Laporan pendapatan.
serta p€rtanggungjau,aban dari arggaran yang diajukan 5,ang Oerupa Spy. Oleh karcna
ihr laporan dalam bentuk neraca tidzrk pernah disusun. sehingga penl,esuaioann].apun
tidak pernah dilakukan. Senrentara di sisi lain peillrsunan neraca dirujukan untuk
rurcngga'rbarkan nirai asscr drr juurrarr ker'ajibanyarg,d. di ir";;;p organisasi
tersebut, dan selanjutn'a nilai asset serta jurnrah kervajiban ini akan mempengaruhi
dalarn kegiatan pencapaian pendapatan. sehingga dapat dikatatran bahr'a sebeturnr.a
tanpa adanla infomusi dari neraca- dasarpenetapan targetpendapatan menjadi kurang
tepat.
laporan Pendapatan dan Beranja merupakan laporanyangberkaitan dengan alirankas, di mana pendapatan yang disajikan adalah sebesar pendapatan tunai vangditerima, dan belanja yang disajikan adalah sebesar tunai yang dikeluarkan. Karena
laporan pendapatan dan belanja hanla menekankan pada aliran kas, maka biap 1,angsifatnya non kas. seperti bia1,a perlengkapan dan bia1,a depresiasi yang disajikandari proses penl'esuaian tidak dilaporkan. Bia5a depresiasi muncul karena aktiva
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tetap digrrnakan. sclringgrt biava dcprcsiusi ntuncrrl bukau l<arcna pcngcluaran kas.
namun jcnis biaya scpcrti ini urcstinvu juga hams diperlritungkan scbagai biava
operasional. Ketidaklcngkapal daliun pclaporan kcuangan pada organisasi pemerintalr
akan menjadikan dasar penetapan larget pendapatan tidak sernpurna. Apalagi kalau
laporan dalarn bentuk neraca tidak disajikan, maka pengambilan keputusan oleh [pihak
yang bcnvenang tentunya tidak nernpunyai dasar yang tepat.
' Secara berurutan dapat diuraikan bah'w'a ketidaklengkapan informasi biaya
terutalna bial'a non kas akan ment'ebabkan harga akliva 1,ang dilaporkan tidak
menunjukkanjumlah yang rvajar. Hal ini akan menyebabkan target pendapatanyang
ditetapkan oleh pemerintah ridak tepat. dalam arti kernungkinan tidak sebanding
dengan nilai aktiva yang nantinl'a akan mendukung pencapaian target tersebut. Di
samping itu pelaporan nilai aktiva ]'ang tidak $'ajar atau bahkan nilai aktiva tidak
dilaporkan karena tidak disusun n\ra neraca akan lnenye!26trrn pengambilan
keputusan oleh pihak vang benvenang. terutama keputusan 1'ang berkaitan dengan
aktiva tetap tersebul menjadi kurang tepat.
rV. KESIMPUI-AN
Dalam pelaksanaan akrntansi pemerintahan- seharusnya laporan neraca juga harus
disusun di sarnping laporan pcndapatan dan belanja. Neraca ini harus dilaporkan
dalamjurniah lang rvajar, sesuai dengan nilai ekonominya. Karena ketidakengkapan
laporan ini, maka beberapa biala I'ang'seharusnya diperhitungkan dan diakui sebagai
bial'a operasional rnenjadi tidak terhitung kan. Sementara di lain pihak jumlahbiaya
)'ang tidak melaporkan tersebut mestinya menjadi dasar bagi para pengambil
keputusan untuk menetapkan keputusanl'angberkaitan dengan kegiatan organisasi
selanjutnla. Jika dikatakan bahw'a laporan keuangan disusun sebagai ringkasan dari
seluruh aktivitas organisasi, maka dengan ketidaklengkapan laporan keuanganl'ang
disampaikan oleh organisasi pemerintahan tersebut menjadi\kan tujuan akuntansi
pemerintahan belum sempurna karena tidak mencerminkan keseluruhan aktivitas
organisasi, dan selanjutnya tidak dapat dijadikan sebagai dasarpengambilankeputusan
yangtepat
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